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Abstract:Pemikiran Utama Abul A’la al-Maududi adalah menerapkan konsep-konsep Islam secara murni baik 
perorangan maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Azas terpenting dalam Islam adalah tauhid, 
dan seluruh Nabi dan Rasul mempunyai tugas pokok untuk menyampaikan dan mengajarkannya kepada seluruh 
umat manusia (the unity of Godhead). Azas ini menekankan bahwa Allah satu-satunya Zat yang berkuasa dan 
memberikan prinsip-prinsip pokok otoritas. Semua prinsip, hukum, adat kebiasaan yang berbeda dengan 
petunjuk tuhan harus dijauhi, karena ini dipandang menolak kedaulatan tuhan. Menurut al-Maududi, kedaulatan 
ada di “tangan tuhan”,bukan di tangan manusia. Tuhan saja yang berhak memberi hukum bagi manusia, 
sementara manusia tidak berhak menciptakan hukum. Hukum disini berarti norma-norma dasar bagi penciptaan 
masyarakat yang adil dan sejahtera. Ide al-Maududi adalah memahami Islam harus secara Interpretatif, 
maksudnya menggerakkan keshalehan dan Iman demi aksi politik. Ide untuk mengembangkan politik Islam 
bertujuan untuk menggantikan ideologi Barat yang menurut al-Maududi membawa kepada kekufuran, dan ini 
yang dianut oleh pemimpin intelektual muslim di Pakistan ketika itu. Pergulatan antara Islam dan kekufuran 
pada akhirnya akan membawa kepada revolusi Islam  dan berdirinya negara Islam. Namun sebelum menciptakan 
negara Islam, terlebih dahulu perlu dilakukan Islamisasi masyarakat, karena keberhasilan negara Islam 
bergantung kepada legitimasi dari masyarakat. 
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Pendahuluan 
 
Kebangkitan Islam di negeri-negeri Islam ditandai dengan bangkitnya perhatian terhadap Islam 
sebagai ideologi yang memiliki kekuatan pembebas. Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan sumber 
pokok untuk membuat solusi bagi berbagai problem ekonomi dan social politik kontemporer yang 
mendesak. 
Pada awal abad ke-20, di India dan Pakistan muncul tokoh-tokoh pembaharu yang membawa 
ide-ide cemerlang untuk kemajuan dan kebangkitan umat Islam, suatu cita-cita yang telah demikian 
merata di seluruh dunia Islam. Di antara tokoh pembaharu tersebut adalah Abul A’la Al-Maududi.  
 
Riwayat hidup dan karya Abul A’la Al-Maududi.  
Abul A'la al-Maududi dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H/ 25 September 1903 Masehi, di 
Aungrabad, suatu kota terkenal di kesultanan Hyderabad yang sekarang dikenal sebagai Andra Padesh, 
lndia [1]. Ayahnya seorang ahli hukum yang sangat taat kepada ajaran-ajaran agama Islam. Al-
Maududi anak termuda dari tiga orang saudaranya. Ia berasal dari keluarga yang terhormat, yang 
punya tradisi lama sebagai pemimpin agama, karena banyak dari nenek moyang al-Maududi adalah 
syaikh-syaikh tarekat sufi yang  terkenal. [2]  
Setelah memperoleh pendidikan di rumahnya ia masuk sekolah menengah Madrasah 
Fawqaniyah, suatu madrasah yang menggabungkan pendidikan Barat modern dengan pendidikan 
Islam tradisional. Kemudian ia melanjutkan ke Perguruan Tinggi Dar ‘Ulum, Hydrabad, ketika itulah 
ayahnya sakit kemudian meninggal dunia, akibatnya pendidikan Abul A’la al-Maududi terhenti secara 
formal. [3] Ia melanjutkan pendidikan secara otodidat. Pada usia 20 tahun, ia telah menguasai bahasa 
Arab, Persia, Inggris. dan terutama sekali bahasa Urdu. 
Sejak muda Abul A'la al-Maududi telah menekuni jurnalistik dan pernah menjadi editor media 
massa pada surat kabar Taj dan surat kabar yang diterbitkan oleh Jami'iyyat Ulama Hind, ketika 
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usianya baru menginjak 20 tahun. Minatnya pada politik juga tumbuh pada usia ini. Pada usia ini ia 
menerbitkan buku berjudul; AI-Jihad fi aI-Islam. Suatu buku yang sangat cermat dan tajam mengenai 
hukum Islam dalam perang dan damai. Buku lain yang pernah ditulis oleh Abul A'la al-Maududi yang 
merupakan maha karyanya adalah tafsir al-Quran dalam bahasa Urdu, Tafhim al-Qur’an, suatu karya 
yang diselesaikan dalam waktu 30 tahun. Ciri utamanya adalah dalam menyampaikan arti dan pesan 
al-Quran dengan bahasa dan gaya yang menyentuh hati dan pikiran orang, serta menunjukkan 
relevansi al-Quran dengan masalah-masalah yang mereka hadapi setiap hari, baik sebagai individu 
maupun dalam masyarakat. Latar belakang ditulisanya buku ini adalah: pada tahun 1925 seorang 
muslim membunuh Swarni Shardhanad, Pemimpin kebangkitan Hindu yang menganjurkan 
permutadan kasta rendah yang masuk Islam agar kembali ke hindu. Swarni memancing kaum muslim 
setelah ia terang-terangan meremehkan keyakinan kaum muslim. Kematiannya menimbulkan kritik 
media massa bahwa Islam adalah agama kekerasan. Buku ini merupakan penjelasan sistematis sikap 
muslim mengenai jihad sebagai tanggapan atas kritik terhadap Islam. 
Pada tahun 1933 al-Maududi menerbitkan majalah bulanan Tarjuman al-Qur’an yang menjadi 
sarana penyalur gagasan-gagasannya. Perhatiannya tercurah pada masalah pandangan hidup Islam dan 
pandangan Barat Modem yang sekularistis. Ia mencoba mendalami berbagai persoalan zaman modern 
dan menyodorkan pemecahannya secara Islam. Pada pertengahan tiga puluhan, al-Maududi mulai 
menulis tentang isu-isu politik dan kultural yang menonjol. Ide tentang nasionalisme memperoleh 
perhatian al-Maududi dengan menerangkan potensi-potensi yang berbahaya dari ide tersebut. 
Nasionalisme dalam konteks India menurut al-Maududi berarti penghancuran sama sekali terhadap 
identitas kolektif umat Islam. 
Sekitar tahun 1940 al-Maududi mengembangkan pikirannya untuk mendirikan gerakan yang 
lebih komprehensif melalui organisasi Jama’at Islami, yang diketuainya sampai tahun 1972. Pada 
tahun 1947, waktu dua negara anak benua india itu didirikan -Pakistan dan India - Jama’at juga 
terbagi menjadi Jama’at Islam India dan Jama'at Islam Pakistan. Sejak ltu al-Maududi hijrah ke 
Pakistan, ia memusatkan perhatian untuk mendirikan negara Islam dan masyarakat islam yang 
sebenarnya di negeri ini. Ide ini membawa al-Maududi mengkritik dan melawan kebijaksanaan 
pemerintah Pakistan. Karena itu al-Maududi Sering ditawan dan sering masuk penjara [4]. Pada tahun 
1953 al-Maududi dijatuhi hukuman mati karena tuduhan subversif yang berkaitan dengan masalah 
sekte Ahmadiyah Qadiani. Namun akhirnya pemerintah Pakistan mengubah hukuman mati itu menjadi 
hukuman seumur hidup.  
 
Pandangan Keagamaan Abul A'la al-Maududi tentang Politik Islam  
Azas terpenting dalam Islam adalah Tauhid, dan seluruh Nabi serta Rasul Allah mempunyai 
tugas pokok untuk mengajarkannya kepada seluruh umat manusia (the unity of Godhead). 
Menanamkan tauhid pada manusia kelihatan sederhana, tetapi bila dilihat musuh-musuh orang 
beriman menentang tauhid itu dengan segala macam jalan, maka nyatalah bahwa doktrin-doktrin yang 
ditentukan dalam ajaran tauhid itu seperti revolusioner dan punya implikasi yang sangat jauh dalam 
mengubah tata sosial, tata politik, dan tata ekonomi yang sudah ada yang tidak berlandaskan tauhid.  
Menurut Maududi pemahaman terhadap Syahadat Islam “tidak ada Tuhan melainkan Allah” 
bukan sekedar menerangkan tentang keesaan Tuhan sebagai Pencipta dan satu-satu-Nya yang patut 
disembah,  tetapi juga tentang tidak adanya sesuatu yang menyerupai Tuhan sebagai Yang Maha 
Kuasa, sebagai Yang Maha Pengatur.  
Allah SWT pencipta alam semesta, pencipta manusia dan pencipta segala sesuatu di alam ini  
(QS. Al-An’am: 73), dan  Allah juga pemilik makhluk dan penguasanya dan yang mengurusi segala 
urusan. (QS. al-A’raf: 54) 
Sifat Al-Hakimiyah (kekuasaan yurisdiksi dan kedaulatan hukum tertinggi di alam semesta ini) 
hanya bagi Allah, tidak mungkin akan menjadi hak siapapun dan tidak ada seorangpun yang memiliki 
suatu bagian daripadanya (QS. Al-Baqarah; 107). Sifat-sifat Al-Hakimiyah dan semua kekuasaannya 
terkumpul di tangan Allah SWT dan tidak seorangpun di alam semesta ini menyandang sifat-sifat atau 
memperoleh kekuasaan-kekuasaan ini. Maka Allah SWT adalah penguasa segalanya yang 
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menundukkan segalanya. Hukum nya berlaku dan tidak seorang makhluk yg mampu menolaknya, sifat 
ini yaitu  sifat-sifat Al-Hakimiyah hanya khusus bagi Allah SWT.(QS. Al-Hashr; 23) 
Konsep ini menekankan bahwa Allah satu-satunya Zat yang berkuasa dan memberikan 
hukuman serta memberikan prinsip pokok otoritas [5] (al-Hakimiyyah al-Ilahiyyah). Semua prinsip, 
hukum, adat kebiasaan yang berbeda dengan petunjuk Tuhan harus dijauhi; karena ini dipandang 
menolak kedaulatan Tuhan dan membuat Tuhan -Tuhan selain Allah Yang Esa.  
Allah menyeru kepada manusia melalui Al-Qur’an agar mereka tunduk dan taat kepadanya atas 
kehendak mereka sendiri. Pokok-pokok ini jelas tercantum di dalam Al-Qur’an sebagai berikut; 
a. Tuhan pemelihara alam semesta ini hakikatnya adalah tuhan pemelihara manusia dan tidak ada 
jalan lain kecuali manusia patuh dan tunduk kepadaNya. (QS. al-An’am: 162-164) 
b. Hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki siapapun kecuali Allah, maka manusia wajib 
taat dan beribadah kepada-Nya (QS. Yusuf: 40) 
c. Hanya Allah yang berhak mengeluarkan hukum, sebab Dialah satu-satunya pencipta (QS. al-A’raf: 
54). 
d. Hanya Allah yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan, sebab Dialah satu-satunya 
pemilik. (QS. al-Maidah: 38). 
e. Hukum Allah adalah haq, sebab hanyalah Allah yang Mengetahui hakikat segala sesuatu, ditangan-
Nya penentuan hidayah dan penentuan jalan yang benar dan lurus (QS. al-Baqarah: 216). 
Tunduk dan patuh kepada Tuhan berarti membawa seluruh hidup manusia ini sesuai dengan 
kemauan Allah sebagaimana yang telah diwahyukan-Nya. Di samping itu Tuhan juga memilih 
manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Setiap manusia diberi tanggung jawab kepada-Nya. Dalam 
kapasitasnya sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia juga harus mengikatkan diri pada Allah, untuk 
mengatur semua persoalan dunia ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Zat yang diwakili dan untuk 
menggunakan semua kekuatannya yang telah diberikan Allah kepadanya dalam batas-batas yang 
ditentukan oleh-Nya.  
Konsep ini penting untuk dipahami, karena akan melahirkan teori politik Islam. Dalam teori 
politiknya, al-Maududi menegaskan bahwa kedaulatan (souverenitas) ada di “tangan Tuhan”, bukan di 
tangan manusia. Hukum Allah dan rasul-Nya menurut al-Qur’an adalah undang-undang tertinggi bagi 
orang mukmin dan tidak ada pilihan lain kecuali patuh dan taat kepadanya. Tidak seorang muslimpun 
berhak mengeluarkan suatu hukum dalam suatu perkara yang hukumnya telah dikeluarkan oleh Allah 
dan rasul-Nya. Menyimpang dari hukum Allah dan rasul-Nya adalah kebalikan dari iman (QS. an-Nur: 
51). 
Berbeda dengan teori demokrasi pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan 
rakyat. Dalam kenyataannya, kata-kata demokrasi rakyat seringkali menjadi kata-kata kosong karena 
partisipasi rakyat dalam kebanyakan negara demokrasi hanyalah dilakukan empat atau lima tahun 
sekali dalam bentuk pemilu, sedang kendali pemerintahan sesungguhnya berada di tangan sekelompok 
kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan dasar negara. Mereka bekerja sama untuk 
menentukan berbagai kebijaksanaan politik, sosial dan ekonomi negara tanpa harus mempertanyakan 
bagaimana sesungguhnya aspirasi rakyat [6].  
Bagi al-Maududi, Tuhan sajalah yang berhak memberikan hukum bagi manusia. Manusia tidak 
berhak menciptakan hukum, menentukan apa yang boleh (halal) dan apa yang terlarang (haram). 
Hukum disini berarti norma-norma dasar bagi penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera. 
 
Pemikiran Abul A’la al-Maududi terhadap Pemerintahan Islam 
Dalam banyak karyanya, Maududi menguraikan pandangannya soal Islam baik teologi, hukum, 
filsafat dan mistisisme. Disini ia menganjurkan supaya bacaan Islam itu interpretatif, dengan maksud 
menggerakkan kesalehan dan Iman menjadi aksi politik. Maududi mengembangkan gagasan Islamnya 
untuk menggantikan ideologi Barat yang dianut pemimpin intelektual muslim ketika itu. Bukan saja 
ideologi Barat itu asing bagi pandangan dunia muslim, tapi lebih-Iebih mengancam kepentingan 
muslim [7].  
Al-Maududi memandang sosialisme sebagai ancaman setelah pemberontakan Telengana yang 
diilhami komunis menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Nizam di Hyderabad. la berpendapat 
Internasional Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLaSh). November 14-15. 2018 
 
Reconstruction on Sharia Sciences in Facing Contemporary Law Problematics/198 
bahwa pergulatan antara Islam dan kekufuran (Barat dan kultur muslim tradisonal India) sebagai 
kekuatan sentral dalam kemajuan historis masyarakat muslim. Al-Maududi juga mengkritisi lembaga 
dan praktek tasauf di India. Seperti Hasan al-Banna, ia bukannya tidak setuju dengan tasauf, bahkan 
menolak kalau tasauf disirnakan. namun ia ingin memperbaharuinya yaitu bersih dari dimensi yang 
tidak Islami.  
Pergulatan antara Islam dan kekufuran, berpuncak pada revolusi Islam dan berdirinya negara 
Islam. Revolusi ini pada gilirannya akan memprakarsai pembaharuan besar-besaran dalam masyarakat, 
sehingga melahirkan tatanan Islam yang didambakan. Keberhasilan negara Islam bergantung pada 
legitimasinya di mata masyarakat. Karena inilah, al-Maududi mendukung Islamisasi masyarakat 
sebelum menciptakan negara Islam.  
Jika negara di-Islamisasikan sebelum masyarakat, maka negara akan terpaksa menggunakan 
otokrasi untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat yang belum siap. Padahal prinsip ini 
bertentangan dengan ajaran Islam.  
Oleh karena itu, Bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut al-Qur’an adalah 
pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan rasul-Nya di bidang perundang-
undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya 
dan meyakini bahwa khilafahnya mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. 
Kekuasaan-kekuasaan pemerintahan manusia memiliki batasan-batasan dan kedaulatan yang sedikit, 
baik kekuasaan bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif. 
Doktrin tentang khilafah yang disebutkan di dalam al-Qur’an adalah segala sesuatu di atas bumi 
merupakan karunia Allah SWT. Yang telah menjadikan manusia dalam kedudukan sedemikian 
sehingga manusia dapat menggunakan nikmat-nikmat di dunia sesuai dengan keridhaan-Nya. 
Berdasarkan hal ini, dapat diartikan bahwa manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri. 
Tetapi manusia hanyalah khilafah atau wakil Sang Pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah SWT (QS. al-
Baqarah: 30). Setiap manusia yang memiliki kekuasaan disuatu  tempat di atas bumi pada hakikatnya 
adalah khalifah Allah di dalamnya. Namun khalifah ini tidak menjadikan khilafah yang benar apabila 
tidak mengikuti perintah Allah dengan benar. Adapun sistem pemerintahan yang memalingkan diri 
dari Allah, lalu menjadi sistem yang terlepas bebas, memerintah dengan dirinya sendiri dan untuk 
dirinya sendiri maka itu bukan termasuk khilafah, tapi itu adalah pemberontakan atau kudeta melawan 
Allah. 
Khilafah yang benar dan sah dalam hal ini bukanlah perorangan, keluarga atau kelas tertentu, 
tapi komunitas secara keseluruhan yang meyakini dan menerima prinsip-prinsip khilafah yang benar 
dan bersedia menegakkan kekuasaan Allah (Khilafah Kolektif) (QS. an-Nur: 55). 
Setiap individu di dalam kelompok kaum mukminin, ditinjau dari ayat di atas adalah sekutu di 
dalam khilafah. Dan tidak seorangpun dapat mengklaim bahwa khilafah tersebut miliknya sendiri. Hal 
inilah yang membedakan khilafah Islamiyah dari kerajaan dengan pemerintahan para pendeta agama. 
Dan sistem seperti ini yang mengarahkan kearah demokrasi meskipun terdapat perbedaan asasi antar 
demokrasi Islami dengan demokrasi barat, yaitu dasar pemikiran demokrasi Barat bertumpu atas 
prinsip kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan demokrasi khilafah Islamiyah adalah 
rakyat mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah dan dengan sukarela dan atas 
keinginannya sendiri menjadikan kekuasaannya dibatasi oleh batasan-batasan perundang-undangan 
Allah SWT. 
Negara yang ditegakkan untuk melaksanakan sistem khilafah ini wajib ditaati oleh rakyat dalam 
perkara yang ma‟ruf dan tidak ada kewajiban taat kepadanya atau membantunya di dalam perkara 
munkar (segala sesuatu yang berlawanan dengan syariat dan perundang-undangan Allah). (QS. al-
Maidah: 2). 
Tugas negara harus dilaksanakan secara sempurna, bermula dengan mendirikan dan menyusun 
aturan yang pertama di dalamnya, kemudian memilih kepala negara dan pejabat yang bertanggung 
jawab (ulil amri) dan yang terakhir hal-hal yang bersangkutan dengan perundang-undangan eksekutif 
berdasarkan permusyawaratan kaum mukminin, baik yang diwujudkan secara langsung atau dengan 
cara memilih para wakil rakyat di dalam suatu system pemilihan yang benar. 
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Dalam memilih ulil amri, ada beberapa sifat yang harus dipenuhi yaitu: 
a. Orang-orang yang percaya dan menerima prinsip-prinsip tanggung jawab pelaksanaan tatanan 
khilafah. Sebab tanggung jawab pelaksanaan khilafah tidak boleh diberikan kepada orang-orang 
yang menentang prinsip-prinsip dan dasar-dasar khilafah (QS. an-Nisa: 59). 
b. Orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal saleh. Tidak boleh terdiri dari orang-orang yang 
zalin, fasik, fajir (orang yang melakukan dosa keji seperti zina dan lainya), lalai kepada Allah dan 
melanggar batasan-batasan-Nya. Apabila seorang zalim atau fasik berkuasa atau merebut 
kekuasaan maka menurut Islam kepemimpinannya batal (QS. al-Baqarah: 124). 
c. Orang-orang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan intelektual dan 
fisik untuk memutar roda khilafah dan memikul tanggung jawabnya. Tidak boleh terdiri dari orang-
orang bodoh dan dungu (QS. Yusuf: 55) 
d. Orang-orang yang amanah, sehingga tanggung jawab tersebut aman dan tanpa keraguan (QS. an-
Nisa: 58) 
 
Prinsip-prinsip yang merupakan tumpuan undang-undang sebuah negara berdasarkan firman 
Allah QS. An-Nisa: 59. Ayat ini menjelaskan tentang enam hal yang bersangkutan dengan konstitusi 
dasar, yaitu: 
1) Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya didahulukan dari segala ketaatan kepada yang lain. 
2) Ketaatan kepada ulil amri setelah ketaatan kepada Allah dan rasul. 
3) Ulil amri haruslah terdiri atas orang-orang mukmin. 
4) Rakyat mempunyai hak untuk menggugat para penguasa dan pemerintahan. 
5) Kekuatan penentu dalam setiap perselisihan adalah undang-undang Allah dan rasul-Nya. 
6) Diperlukan adanya suatu badan yang bebas dan merdeka dari tekanan rakyat maupun pengaruh 
para penguasa agar dapat memberikan keputusan dalam perselisihan-perselisihan sesuai dengan 
undangundang Allah dan rasul-Nya 
 
Kekuasaan badan-badan eksekutif haruslah dibatasi dengan batasan-batasan dan undang-undang 
Allah dan rasul-Nya. Tidak menggunakan undang-undang Allah dan rasul-Nya dengan mengeluarkan 
suatu hukum dapat digolongkan sebagai maksiat atau pembangkangan terhadap konstitusi ini. Apabila 
hal tersebut dilakukan, maka hilang haknya dalam menuntut ketaatan rakyat. Badan eksekutif dibentuk 
dengan cara musyawarah (pemilihan). Karena musyawarah hanya satu-satunya jalan yang dibenarkan 
dalam mencari pemimpin yang adil. Dalam al-Qur’an tidak menentukan bentuk-bentuk dalam 
pemilihan, kemudian bentuk-bentuk pelaksanaannya ditetapkan sendiri oleh manusia sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi lingkungan mereka. 
Lembaga legislatif haruslah bekerja berdasarkan musyawarah, namun kekuasaannya dibatasi 
oleh undang-undang Allah dan rasul-Nya. Perkara-perkara yang ditetapkan di dalam al-Qur’an dan 
sunnah, maka lembaga ini boleh melakukan penafsiran, perincian, membuat kaida-kaidah, peraturan-
peraturan dan ikatan khusus dalam pelaksanaannya. Apabila ada hokum-hukum yang belum 
ditetapkan dalam al-Qur’an dan sunnah, maka lembaga ini diperbolehkan membuat undang-undang 
sesuai dengan syari’at Islam.  
Lembaga yudikatif harus bersifat bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan 
sehingga ia dapat membuat keputusan sesuai dengan konstitusi tanpa rasa takut atau penyimpangan. 
Dan menjadi kewajibannya untuk memutuskan perkara-perkara dengan haq dan adil tanpa terpengaruh 
oleh kecenderungannya sendiri ataupun orang lain. 
Menurut penulis, dari pemikiran-pemikiran aI-Maududi tersebut, dapat dikatakan bahwa Islam 
tidak berkembang menurut yang seharusnya di India dan Pakistan disebabkan oleh beberapa faktor, 
yaitu; faktor eksteren maksudnya pengaruh ideologi Barat yang dikembangkan oleh masyarakat waktu 
itu. dan juga faktor intern yaitu paham-paham yang dianut oleh umat Islam sendiri yang tidak sejalan 
dengan roh al-Quran. Untuk mengangkat kehidupan manusia, maka seharusnya umat Islam 
meninggalkan ideologi dan paham-paham yang berkembang tersebut.  
Dalam mendefenisikan bentuk negara Islam, al-Maududi banyak meminjam model dari Barat. 
Negara Islam yang diidamkannya akan dijalankan oleh mesin pemerintahan yang modern: Presiden 
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terpilih, parlemen, dan kehakiman yang bijaksana. Hubungan antara posisi ini akan diatur dengan 
check and balance yang ditentukan dalam konstitusi.  
Kaum intelektual harus memainkan peranan yang sangat penting dalam setiap masyarakat umat 
manusia terutama dalam masyarakat modern. Islam akan menjadi realitas yang operatif pada masa 
sekarang. bila tampuk pimpinan adalah manusia yang memiliki iman, integritas dan visi yang jelas 
tentang tatanan Islam, punya kemampuan mengurus masalah-masalah dunia. 
Abul A'la al-Maududi telah berusaha sekeras-kerasnya untuk mengembangkan program 
komprehensif yang akan mengubah Pakistan menjadi suatu masyarakat dan negara Islam yang ideal. 
Untuk mewujudkan ini, ia mengajukan beberapa program:  
1) Program yang sifatnya intelektual, yaitu penyampaian yang jelas ajaran-ajaran Islam yang bersih 
dari ide-ide palsu dan dari campuran-campuran yang tidak sehat.  
2) Mencari orang-orang yang suka kebenaran dan bersedia untuk kerja menegakkan kebenaran itu 
pada kehidupan manusia.  
3) Usaha untuk membawa perubahan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam  
4) Menekankan adanya perubahan pimpinan dalam arti luas. Termasuk di dalamnya pimpinan 
intelektual, sosial dan kultural dan akhirnya juga  pimpinan politik. Hal yang terakhir ini 
merupakan puncak dari proses [8]. 
Dalam mendefinisikan bentuk dan karakter negara Islam, al-Maududi mengemukakan bidang 
perhatian seperti: hak-hak minoritas dan hak-hak wanita. Dalam masalah ini, hukum Islam sudah 
mengaturnya, sehingga negara Islam tak perlu memikirkan cara mengakomodasiannya.  
Mengenai kaum minoritas, sebenarnya sudah terlihat dalam pembahasan mengenai kaum kafir 
dzimmi (minoritas non-muslim) dalam hukum Islam. Dan soal wanita terlibat dalam berbagai aturan 
yang menentukan kesopanan berpakaian dan hak wanita dalam masyarakat Islam.  
Al-Maududi tidak menentang peranan sosial wanita, bahkan dalam Jama'at Islami ada sebuah 
divisi wanita. Namun demikian, Maududi tidak memberi wanita peran sosio-politik yang sama dengan 
pria. Seperti: wanita tidak dibenarkan menjadi kepala negara Islam, jabatan itu harus dipegang laki-
laki. Lebih lanjut dia mengutip hadis Rasulullah “Orang-orang yang mempercayakan urusan-
urusannya kepada perempuan tidak akan beres” HR. Bukhari.  
Al-Maududi memahami bahwa tidak akan maju suatu bangsa yang menyerahkan suatu urusan 
pemerintahan kepada perempuan. Ini mendukung kesimpulannya bahwa hanya penguasa laki-laki 
yang diabsahkan sebuah negara Islam, karena itu memang mengandung sebuah konstruksi ideologis 
[9].  
Mengenai hak Azazi manusia dalam Islam, menurut Maududi pertama dan utama adalah 
melindungi nyawa warga negara, harta dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa 
hak ini tidak akan dicampuri kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal. Kedua, perlindungan 
atas kebebasan pribadi. Dalam Islam, kebebasan pribadi tidak dapat dilanggar kecuali orang tersebut 
sedang melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada 
tertuduh untuk mengajukan pembelaan. Ketiga, kemerdekaan mengemukakan pendapat serta 
menganut keyakinan masing-masing. Semua orang berhak untuk mengemukakan pendapatnya, 
termasuk kaum khawarij yang menentang pemerintahan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Beliau 
memberikan kebebasan kepada kelompok pemberontak itu untuk mengemukakan pendapatnya secara 
damai. Keempat, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan 
kasta atau keyakinan. Zakat diwajibkan bagi kaum muslimin untuk tujuan ini. Seorang muslim 
maupun non-muslim dari rakyat di bawah tatanan khilafah memiliki hak-hak yang harus ditanggung 
oleh negara dan dipelihara dari segala pelanggaran ataupun penindasan, yaitu: 
a. Hak keselamatan jiwa. 
b. Hak pengamanan harta. 
c. Hak penjagaan kehormatan seseorang. 
d. Hak penjagaan kehidupan pribadi. 
e. Hak untuk menolak kedzaliman. 
f. Hak al-amru bil ma’ruf wan-nahyu anil munkar yang mencakup kebebasan mengkritik. 
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g. Hak kebebasan berkumpul, dengan syarat hak atau kebebasan ini digunakan untuk kebaikan dan 
kebenaran serta tidak terjadi pertengakaran dan perselisihan di antara rakyat. 
h. Hak kebebasan beragama. 
i. Hak keamanan dari penindasan keagamaan. 
j. Hak setiap orang untuk ditanya hanya tentang perbuatannya sendiri dan tidak ditanya tentang 
perbuatan orang lain atau ditahan karenanya. 
k. Hak setiap orang untuk tidak dilakukan suatu tindakan apapun terhadapnya tanpa ada kejahatan 
yang dilakukannya atau dihukum tanpa keadilan. 
l. Hak orang-orang yang membutuhkan bantuan dan yang tidak memiliki apa-apa untuk dipenuhi 
kebutuhan dan keperluan hidup mereka. 
Pemerintah pun memiliki hak-hak atas rakyatnya, yaitu: 
a. Hak untuk ditaati. 
b. Hak untuk mentaati undang-undang dan tidak menimbulkan kerusakan. 
c. Hak untuk membantu dalam urusan kebaikan. 
d. Hak mengorbankan jiwa dan darah dalam mempertahankan dan membela negara 
 
Penutup 
 
Pemikiran Abul A’la Al-Maududi tentang politik islam merujuk kepada al-Qur’an dan sunnah. 
Al-Maududi menginginkan sebuah negara menggunakan sistem khilafah. Yang dimaksud dengan 
sistem khilafah adalah sebuah negara yang menggunakan al-Qur’an dan sunnah sebagai dasar 
hukumnya serta mengumumkan bahwa negara tersebut tunduk terhadap kedaulatan Allah, dan 
manusia hanya memiliki kedaulatan yang terbatas. 
Pemikiran Abul A’la Al-Maududi tentang politik islam sesungguhnya dapat diterapkan di 
Indonesia. Penulis berpendapat bahwa Indonesia mayoritas penduduknya Muslim, yang berpedoman 
kepada al-Quran dan Hadis, dapat melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam al-Quran dan Hadis 
tersebut tanpa harus merubah bentuk dan sistem pemerintahannya.  
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